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Abstract: After the public policy had been established, the most important 
stage is how to implement it. Basically the implementation of the policy is the 
method of how the policy reaches its objectives. The implementation of 
madrasa diniya compulsory-program policy as the character education 
alternative aimed at assisting students to develop their quality. Therefore, they 
would have had good values to understand, be able to feel and be willing to 
behave well in their lives. 
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Abstrak: Tahap terpenting setelah suatu kebijakan publik ditetapkan adalah 
bagaimana keputusan itu dilaksanakan atau diimplementasikan. Implementasi 
kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 
tujuannya. Implementasi kebijakan program wajib madrasah diniyah sebagai 
pendidikan alternatif penanaman karakter bertujuan membantu siswa untuk 
mengembangkan kualitas dirinya agar memiliki nilai-nilai yang baik sehingga 
siswa paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik dalam hidup 
mereka. 
Kata kunci: implementasi kebijakan, madrasah diniyah, penanaman 
karakter 
 
 
Pendidikan di Indonesia 
diselenggarakan pada berbagai jalur, 
jenjang dan jenis pendidikan. Pada 
pasal 13 ayat 1 Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional 
disebutkan bahwa terdapat tiga jalur 
pendidikan, yakni pendidikan formal, 
informal dan non formal.    
Program pendidikan 
Madrasah Diniyah termasuk dalam 
pendidikan non formal yang 
dikhususkan terhadap agama. Hal 
tersebut dijelaskan dalam Peraturan 
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Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 4 
tahun 2014 yang kemudian 
ditegaskan dalam Peraturan Bupati 
Pasuruan tahun 2016 tentang wajib 
melaksanakan kegiatan madrasah 
diniyah (Madin). Madrasah Diniyah 
merupakan salah satu bentuk 
program pendidikan keagamaan pada 
jalur non formal, dan merupakan 
jalur formal di pendidikan pesantren 
yang mengunakan metode klasikal 
dengan seluruh mata pelajaran yang 
bermaterikan agama dan akhlaq, 
namun model yang digunakan 
menggunakan sistem pendidikan 
sekolah pada umumnya (manajemen 
dan kurikulum). 
Program Wajib Madrasah 
Diniyah merupakan upaya konkrit 
Pemerintah Kabupaten Pasuruan 
dalam rangka mendukung tujuan 
pendidikan Nasional. Program wajib 
Madrasah Diniyah diharapkan bukan 
hanya sebagai penyeimbang 
pendidikan formal saja, melainkan 
lebih bagaimana mencetak anak-anak 
sekolah menjadi pribadi yang 
berakhlaqul karimah. Program 
pendidikan wajib madrasah diniyah 
ini dibuat dengan pertimbangan 
bahwa keilmuan umum dan agama 
harus seimbang sehingga diharapkan 
siswa tidak hanya mumpuni di 
bidang keilmuan umum namun juga 
memiliki budi pekerti yang luhur, 
mendalami agama dan memiliki 
kepedulian sosial, serta memiliki 
karakter yang baik. 
Fakta-fakta sejarah telah 
cukup banyak memperlihatkan 
bahwa kekuatan dan kebesaran suatu 
bangsa pada hakikatnya berpangkal 
pada kekuatan karakternya. Budaya 
luar yang negatif mudah terserap 
tanpa adanya filter yang cukup kuat, 
gaya hidup modern yang tidak 
didasari penanaman karakter yang 
kuat akan cepat ditiru. Perilaku 
negatif seperti tawuran menjadi 
budaya baru yang dianggap menjadi 
bagian hidup yang akrab dalam 
pandangan siswa. Banyaknya terjadi 
kasus pelecehan seksual yang 
dilakukan oleh anak sekolah di 
bawah umur, tindakan mencuri, 
menodong, bahkan membajak bus 
umum semua pelakunya adalah 
pelajar sekolah.  
Fenomena-fenomena seperti 
yang telah dipaparkan di atas tentu 
tidak boleh dibiarkan dalam kondisi 
seperti itu agar tidak terbentuk 
generasi yang berbudi pekerti rusak. 
Oleh karena itulah program wajib 
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pendidikan madrasah diniyah 
memiliki peran yang sangat penting 
dalam penanaman karakter pada 
siswa. Sehingga siswa/anak didik 
mampu membedakan perilaku baik 
dan buruk yang berkembang di 
masyarakat. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
Implementasi kebijakan 
merupakan tahap yang krusial dalam 
proses kebijakan publik. Suatu 
kebijakan harus dilaksanakan agar 
mempunyai dampak atau tujuan yang 
diinginkan. Untuk mengukur apakah 
suatu kebijakan berhasil atau tidak 
tentunya dilihat dari apakah tujuan 
kebijakan itu tercapai atau tidak 
sebaliknya dikatakan tidak berhasil 
kalau tujuan kebijakan tidak tercapai. 
Kegagalan sebuah kebijakan 
seringkali dikarenakan kebijakan 
tersebut tidak dapat diimplentasikan. 
Tahap terpenting setelah suatu 
kebijakan publik ditetapkan adalah 
bagaimana keputusan itu 
dilaksanakan. Implementasi 
kebijakan pada prinsipnya adalah 
cara agar sebuah kebijakan dapat 
mencapai tujuannya. 
Budi Winarno (2002), 
mengatakan bahwa “implementasi 
kebijakan dibatasi sebagai 
menjangkau tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh individu-individu 
pemerintah dan individu-individu 
swasta (kelompok-kelompok) yang 
diarahkan untuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan dalam 
keputusan-keputusan kebijaksanaan 
sebelumnya”. Sedangkan menurut 
Daniel A. Mazmanian dan Paul 
Sabatier (1979) sebagaiamana 
dikutip dalam buku Solihin Abdul 
Wahab (2008), mengatakan bahwa 
“Implementasi adalah memahami 
apa yang senyatanya terjadi sesudah 
suatu program dinyatakan berlaku 
atau dirumuskan merupakan fokus 
perhatian implementasi 
kebijaksanaan yakni kejadian-
kejadian dan kegiatan-kegiatan yang 
timbul sesudah disahkannya 
pedoman-pedoman kebijaksanaan 
Negara yang mencakup baik usaha-
usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun 
untuk menimbulkan akibat/dampak 
nyata pada masyarakat atau kejadian-
kejadian”. Sejalan dengan hal itu, 
Dunn berpendapat bahwa 
implementasi suatu kebijakan publik 
merupakan proses yang inheren 
dengan kebijakan publik itu sendiri, 
artinya implementasi kebijakan 
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publik merupakan suatu proses yang 
(hendaknya) dirancang bersamaan 
dengan perancangan kebijakan 
publik yang bersangkutan. 
Apabila proses implementasi 
telah berjalan, maka diharapkan akan 
muncul suatu keluaran yaitu hasil 
segera (effect) dan dampak akhir 
(impact). Hasil segera adalah 
pengaruh atau akibat jangka pendek 
yang dihasilkan oleh suatu 
implementasi kebijakan, sedangkan 
dampak kebijakan adalah sejumlah 
akibat yang dihasilkan oleh 
implementasi kebijakan melalui 
proses jangka panjang. Hasil segera 
dan dampak yang ditimbulkan akan 
sangat berguna untuk menilai 
implementasi dari suatu kebijakan. 
Proses implementasi kebijakan 
publik baru dapat dimulai apabila 
tujuan-tujuan kebijakan publik telah 
ditetapkan, program-program telah 
dibuat, dan dana telah dialokasikan 
untuk pencapaian tujuan kebijakan 
tersebut.  
Subarsono (2008;89) 
mengemukakan teori dari beberapa 
ahli mengenai implementasi 
kebijakan, yaitu teori George C. 
Edward dalam pandangan Edward 
III, implementasi kebijakan 
dipengaruhi oleh empat variable, 
yaitu: Pertama: Komunikasi, yaitu 
keberhasilan implementasi kebijakan 
mensyaratkan agar implementor 
mengetahui apa yang harus 
dilakukan, dimana yang menjadi 
tujuan dan sasaran kebijakan harus 
ditransmisikan kepada kelompok 
sasaran (target group), sehingga akan 
mengurangi distorsi imlpementasi; 
Kedua: Sumberdaya, meskipun isi 
kebijakan telah dikomunikasikan 
secara jelas dan konsisten, tetapi 
apabila implementor kekurangan 
sumberdaya untuk melaksanakan, 
maka implementasi tidak akan 
berjalan efektif. Sumber daya 
tersebut dapat berwujud sumber daya 
manusia, misalnya kompetensi 
implementor dan sumber daya 
finansial; Ketiga: Disposisi, adalah 
watak dan karakteristik yang dimiliki 
oleh implementor. Apabila 
implementor memiliki disposisi yang 
baik, maka implementor tersebut 
dapat menjalankan kebijakan dengan 
baik seperti apa yang diinginkan oleh 
pembuat kebijakan; dan, Keempat: 
Struktur Birokrasi, merupakan 
susunan komponen (unit-unit) kerja 
dalam organisasi yang menunjukkan 
adanya pembagian kerja serta adanya 
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kejelasan bagaimana fungsi-fungsi 
atau kegiatan yang berbeda-beda 
diintegrasikan atau dikoordinasikan, 
selain itu struktur organisasi juga 
menunjukkan spesialisasi pekerjaan, 
saluran perintah dan penyampaian 
laporan.  
MADRASAH DINIYAH 
Menurut Amin dan Isham 
(2004) mengungkapkan bahwa 
“Madrasah Diniyah adalah 
madrasah-madrasah yang seluruh 
mata pelajaranya bermaterikan ilmu-
ilmu agama, yaitu fiqih, tafsir, tauhid 
dan ilmu-ilmu agama lainya”. Di 
dalam UU No.20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
ditetapkan bahwa Madrasah Diniyah 
merupakan salah satu dari sebuah 
lembaga pendidikan yang 
memberikan pendidikan kepada anak 
didik dalam bidang keagamaan. 
Dalam buku “Pedoman 
Penyelenggaraan dan Pembinaan 
Madrasah Diniyah” dijelaskan bahwa 
Madrasah Diniyah adalah sebagai 
berikut: Lembaga pendidikan 
keagamaan pada jalur luar sekolah 
yang diharapkan mampu secara terus 
menerus memberikan pendidikan 
agama Islam kepada anak didik yang 
tidak terpenuhi pada jalur sekolah 
yang diberikan melalui sistem 
klasikal serta menerapkan jenjang 
pendidikan yaitu Madrasah Diniyah 
Awaliyah, Madrasah Diniyah 
Wustha dan Madrasah Diniyah 
‘Ulya.  
Sejalan dengan pernyataan 
tersebut, yang dimaksud Madrasah 
Diniyah dalam PERDA Kabupaten 
Pasuruan No. 4 Tahun 2014 adalah 
“satuan pendidikan berbasis 
Masyarakat yang menyelenggarakan 
pendidikan ilmu-ilmu yang 
bersumber dari ajaran agama Islam 
untuk mendalami ajaran Islam 
dan/atau menjadi ahli ilmu agama 
Islam dengan pemahaman dan 
pengamalan yang baik dan benar”. 
Posisi Madrasah Diniyah adalah 
sebagai penambah dan pelengkapdari 
sekolah pendidikan formal yang 
dirasa pendidikan agama 
yangdiberikan disekolah formal 
hanya sekitar 2 jam dirasa belum 
cukup untuk menyiapkan 
keberagaman anaknya sampai 
ketingkat yang memadai untuk 
mengarungi kehidupanya kelak. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Madrasah Diniyah adalah suatu 
bentuk satuan pendidikan yang 
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hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama 
(diniyah). 
Bentuk-bentuk Madrasah Diniyah 
Pendidikan diniyah terdiri 
atas 2 sistem, yakni jalur sekolah dan 
jalur luar sekolah, pendidikan 
diniyah jalur sekolah akan 
mengunakan sistem kelas yang sama 
dengan sekolah dan madrasah, yaitu 
kelas I sampai dengan kelasVI 
(diniyah Ula), kelas VII,VIII, IX 
(diniyah Wustho) dan kelas X, XI, 
XII (diniyah Ulya). Pendidikan 
diniyah secara khusus hanya 
mempelajari ajaran agama Islam dan 
bahasa Arab, namun 
penyelenggaraanya mengunakan 
sistem terbuka, yaitu siswa diniyah 
dapat mengambil mata pelajaran 
pada satu pendidikan lain sebagai 
bagaian dari kurikulumnya. 
Sementara untuk pendidikan diniyah 
jalur sekolah penyelenggaraanya 
akan diserahkan kepada 
penyelenggara masing-masing.  
Madrasah diniyah dibagi 
menjadi 3 tingkatan yaitu: (1) 
Madrasah diniyah Awaliyah (MDA) 
adalah satuan pendidikan keagamaan 
jalur luar sekolah yang 
menyelenggarakan pendidikan 
agama Islam tingkat dasar; (2) 
Madrasah diniyah Wustho (MDW) 
adalah satuan pendidikan keagamaan 
jalur sekolah yang 
menyelenggarakan pendidikan 
agama Islam tingkat menengah 
pertama sebagai pengembangan 
pengetahuan yang diperoleh pada 
madrsah diniyan Awaliyah; (3) 
Madrasah diniyah ulya (MDU) 
adalah satuan pendidikan keagamaan 
jalur luar sekolah yang 
menyelenggarakan pendidikan 
agama Islam tingkat menegah atas 
denan melanjutkan dan 
mengembangkan pendidikan 
madrasah diniyah wustho.  
PENANAMAN KARAKTER 
Untuk mewujudkan 
pendidikan karakter bangsa, secara 
umum dapat dilakukan melalui 
pendidikan formal, non formal, dan 
informal yang saling melengkapi dan 
diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Sesuai Kebijakan 
Nasional Pembangunan Karakter 
Bangsa, pendidikan karakter 
dimaknai sebagai usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan 
suasana serta proses pemberdayaan 
potensi dan pembudayaan peserta 
didik guna membangun karakter 
pribadi dan/atau kelompok yang 
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unik-baik sebagai warga negara. Hal 
itu diharapkan mampu memberikan 
kontribusi optimal dalam 
mewujudkan masyarakat yang ber-
Ketuhanan Yang Maha Esa, 
berkemanusiaan yang adil dan 
beradab, berjiwa persatuan 
Indonesia, berjiwa kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan, 
berkeadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia.  
Menurut Adeyemi (2009) 
dalam penelitiannya yang berjudul 
Teaching Character Education 
Across the Curriculum and the Role 
of Stakeholders at the Junior 
Secondary Level in Bostwana 
memaparkan bahwa dalam 
meningkatkan pendidikan karakter di 
sekolah, semua stakeholder lainnya 
juga memiliki peran untuk bermain 
dalam mempromosikan pendidikan 
karakter di sekolah dan masyarakat 
yang lebih luas. Termasuk 
komponen-komponen pendidikan itu 
sendiri yaitu isi kurikulum, proses 
pembelajaran, kualitas hubungan, 
pengelolaan sekolah, pelaksanaan 
aktivitas dan etos kerja seluruh 
warga dan lingkungan sekolah.  
Pendidikan karakter adalah 
pendidikan sepanjang hayat, sebagai 
proses kearah manusia yang 
sempurna. Oleh karena itu, 
pendidikan karakter memerlukan 
keteladanan dan sentuhan mulai 
sejak dini sampai dewasa. Periode 
yang paling sensitif dan menentukan 
adalah pendidikan dalam keluarga 
yang menjadi tanggungjawab orang 
tua, Kartadinata (2009). Di sisi lain 
disebutkan bahwa pendidikan 
karakter harus menjadi bagian 
terpadu dari pendidikan alih 
generasi.  
Strategi pembangunan 
karakter bangsa dapat dilakukan 
dengan pendidikan, pembelajaran, 
dan fasilitasi. Dalam konteks makro, 
penyelenggaraan pendidikan karakter 
mencakup keseluruhan kegiatan 
perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengendalian mutu 
yang melibatkan seluruh unit utama 
di lingkungan pemangku 
kepentingan pendidikan nasional.  
Menurut Marzuki (dalam 
Jurnal Pendidikan Karakter. 2013: 
64-76), pendidikan karakter 
mengandung tiga unsur pokok, yaitu 
mengetahui kebaikan (knowing the 
good), mencintai kebaikan (loving 
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the good), dan melakukan kebaikan 
(doing the good). Pendidikan 
Karakter tidak sekedar mengajarkan 
mana yang benar dan mana yang 
salah kepada peserta didik, tetapi 
lebih dari itu pendidikan karakter 
menanamkan kebiasaan (habituation) 
tentang yang baik sehingga peserta 
didik paham, mampu merasakan, dan 
mau melakukan yang baik.  
Dalam konteks pendidikan 
nasional, pendidikan karakter secara 
resmi dicanangkan dalam Sarasehan 
Nasional Pendidikan Budaya dan 
Karakter Bangsa di Jakarta pada 
tanggal 14 Januari 2010. 
Berdasarkan kajian Pusat Kurikulum 
Kemendikbud, dalam rangka 
memperkuat pelaksanaan pendidikan 
karakter pada satuan pendidikan 
telah teridentifikasi 18 nilai yang 
bersumber dari agama, Pancasila, 
budaya dan tujuan pendidikan 
nasional, yaitu (1) religious, (2) 
jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) 
kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, 
(8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, 
(10) semangat kebangsaan, (11) cinta 
tanah air, (12) menghargai prestasi, 
(13) bersahabat/komunikatif, (14) 
cinta damai, (15) gemar membaca, 
(16) peduli lingkungan, (17) peduli 
sosial, dan (18) tanggung jawab.  
Pendidikan karakter 
mencakup berbagai konsep seperti 
pengembangan budaya positif 
sekolah, pendidikan moral, 
keterlibatan masyarakat, kepedulian 
masyarakat sekolah, pembelajaran 
sosial-emosional, pengembangan 
acara-acara kepemudaan yang 
positif, pendidikan kewarganegaraan, 
dan layanan belajar. 
 
PENUTUP 
Implementasi Program Wajib 
Madrasah Diniyah Sebagai 
Pendidikan Alternatif Penanaman 
Karakter bertujuan membantu siswa 
untuk mengembangkan kualitas 
dirinya agar memiliki nilai-nilai 
seperti keadilan, ketekunan, belas 
kasih, hormat, dan keberanian dalam 
hidup mereka.  
Agar dalam proses 
implementasi program wajib 
madrasah diniyah sebagai pendidikan 
alternatif penanaman karakter dapat 
berjalan dengan efektif, maka 
diperlukan keterlibatan dan 
dukungan secara penuh dari semua 
stakeholder atau para pemangku 
kepentingan yang ada disekolah 
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maupun komunitas-komunitas 
pendidikan yang berada 
dilingkungan sekolah tersebut. 
 
 
DAFTAR RUJUKAN 
Amin, H. 2004. Peningkatan Mutu 
Terpadu Pesantren dan 
Madrasah Diniyah. 
Jakarta: Diva pustaka. 
 
Adeyemi, M.B. 2009. Teaching 
Character Education 
Across the curriculum and 
the Role of stakeholders at 
the junior secondary level 
in bostwana. Stud Home 
Comm Sei, 3(2): 97-105. 
 
Kartadinata, S. 2009. Framework 
Guidance and Counselling 
of Education. Bandung: 
UPI Press 
 
Marzuki. 2013. Revitalisasi 
Pendidikan Agama di 
Sekolah dalam 
Pembangunan Karakter 
Bangsa di Masa Depan. 
Jurnal Pendidikan 
Karakter. 3 (1): 64-76. 
 
Republik Indonesia. 1994. Undang-
Undang Dasar 1945. 
Jakarta : Sekretariat 
Negara.  
 
Republik Indonesia. 2003. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 
Jakarta: Sekretariat Negara 
 
Republik Indonesia. 2014. Peraturan 
Daerah Kabupaten 
Pasuruan Nomor 4 Tahun 
2014. Pasuruan: Lembaran 
Daerah Kabupaten 
Pasuruan 
 
Republik Indonesia. 2014. Peraturan 
Daerah Kabupaten Tahun 
2016. Pasuruan: Lembaran 
Daerah Kabupaten 
Pasuruan 
 
Subarsono, A.G. 2008. Analisis 
Kebijakan Publik. 
Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar 
 
Wahab, S.A. 2008. Analisis 
Kebijaksaan dari 
Formulasi ke 
Implementasi 
Kebijaksanaan Negara. 
Jakarta: Bumi Aksara 
 
Winarno, B. 2002. Teori dan Proses 
Kebijakan Publik. 
Yogyakarta: Media 
Pressindo 
 
 
 
